
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 36
TAHUN 2OL7 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang . a-.

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan
Biaya Perjalanan Dinas dengan Kebijakan
Maskapai Penerbangan terkait Biaya
transportasi;

bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara, Bupati selaku Kepala

Pemerintahan Daerah di Kabupaten berwenang

untuk menetapkan kebdakan pelaksanaan ApBD;

bahwa agar perl'alanan dinas dapat dilaksanakan

secara lebih tertib, e{isien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur

ketentuan mengenai'perjalanan dinas bagi pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
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Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai

Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten

I{atuna;

bahwa berdasarkan pertimbangEr.n sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Qaerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pombentuken Kabupaten felalawan, Kabupq.ten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kpbupaten Kuantan Singipgi dan Kota Bafam

(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 181", Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir derlgan Ungang-Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

teptang Pembentpkan Kqbupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hi1ir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Bp.tam (Irembaran Negara Republi|< Indonpsia

Tahun 2008 Nomor 1O7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a880);

2. Updang-Undang \omor 25 Tahun 2OA2 tenfang

Pdmbentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 11L,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42371;

Mengingat : 1.
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,

Tambahal Lembalan Negara Republik Indoqpsia

Nomor aaAQ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangfn Keu?ngan Antpra Pemerintah Ppsat

dan Pembrintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahaq Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2AA9 tentang

Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan

Pgrwakilan Rakyaf, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerati' (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 1"23,

Tambahaq Lembaran Negara Republik Indonesia

Npmor 50a3);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembara4 Negara Republik Jndonesia Tahun ?011

Nomor 82', Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor S%al1,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerint4., Daerah (LemQaran Negara Repqblik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244', Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

4.

5.
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sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai

Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a019);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44161,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AA4 tentang

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan

Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aT 12l;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun zOrc Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 63221;

11.
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15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimanatelahdiubah beberapakali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2O1 1 tentang Perubahan Kedua

Atas'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomol 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

113/PMK.A;5l2Al2 tentang Pedalanan Dinas

Dalam Negeri Bagr Pejabat Negara, Pegawai Negeri

dan Pegawpi Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar

Npgeri Bagr Aparatur Sipil Negara Kementepian

Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor Per-22/PB/2O13 tentang Ketentuan Lebih

Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai

Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 36 TAHUN

2OL7 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT

NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN 'RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

16.

17,
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Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2Ol7 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2Ol7 Nomor 36) yang di ubah dengan :

a. Peratura?r Bupati Nomor 50 Tahun 201,7 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahup 2Al7 Nomor 50);

b. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2Ol7 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Neg4ra, Pimpinan flan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai,Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna ( Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2018 Nomor 36).

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (5) dan ayat (10) diubah
dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (11), sehingga
Pasal B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas

komponen-komponen sebagai berikut:

a. uang frarian;

b. biaya transportasi;

c. biaya penginapan;

d. uang pepresentasi;

e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

f. biaya menjemput/mengantarjenazah.

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a teldiri atas;

a. uang makan;

b. uang transportasi lokal; dan

c. uang saku.

(1)

(21



(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. biaya pedalanan dari tempat kedudukan

sampai tempat tujuan keberangkatan dan

kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/
stasiun/ bandaral pelabuhan keberangkatan

dan kepulangan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/
stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan

dan kepulang4n; dan

c. Biaya bagasi penumpang untuk maskapai

yang bagasinya berbayar paling banyak 10

Kilogram dan menjadi satu kesatuan dengan

harga tiket.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan

untuk me4ginap:
I

a. di penginapan; atau

b. di tempat menginap lainnya.

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan

biaya penginapan ptau bukti pertanggungjaw4ban

penginapan hilang/musnah Bebagaimana

dimaksud dalam ayat (4l., berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan

sebesar 3oo/o (tiga puluh persen) dari biaya

penginapan di Kota tempat tujuan

sebagp.imana fliatur dalam Perafuran Bqpati

mengenai Standarisasi Satuan Harga;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud

pada fruruf a dibayarkan secara l4mpsum.

(4\
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(6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris

Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan

Peq'alanan Dinas Jabatan;

(71 Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf e dapat diberikan

kepada Pejabat Negara yang melaksanakan

Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah untuk
keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;

tB) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana

dimaksud dalam ayat (7) sudah termasuk biaya

untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;

(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi biaya

bagl penjemput/pengantar, biaya pemetian dan

braya angkutan jenazah;

(10) Komponen biaya perjalanan Dinas jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu

plda Peraturan Bupati tentang Standarisasi

Satuan Harga.

(11) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dicantumkan pada Rincian Biaya Pedalanan Dinas

sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Plsal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal ta juti 2ot9

Diundangkan di Ranai

pada tanggal \b lUtr 2O!9l

*5-fE;KRETARIS 
DAERAH

' KARUPATEN NATUNA

{

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMORsS

ID RIZAL
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